BAB V

PEMBAHASAN

A. Money Politic Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tasikmadu
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Tahun 2019
menurut Pandangan Masyarakat.

Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau
janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan
haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan
cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang adalah
suatubentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan
simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H
pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara
pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan
gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati
masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang
bersangkutan. Politik uang atau money politic sudah biasa terjadi di
Desa Tasikmadu apalagi saat ada Pemilihan Kepala Desa karena
menurut masyarakat yang ada di Desa Tasikmadu Kecamatan
Watulimo Kabupaten Trenggalek jika dalam Pemilihan Kepala Desa
tidak diberikan uang ganti rugi maka para masyarakat tidak akan
mendatangi TPS dan rata-rata dari masyarakat tersebut akan Golput

dan memilih bekerja daripada harus pergi ke TPS hanya untuk memilih



calon pemimpin. Bagi mereka pergi ke TPS itu membuatnya rugi
karena tidak bekerja dan menghasilkan uang.

Dalam sejarahnya sendiri, dahulu money politic ini dilakukan agar
masyarakat tidak merasa rugi karena tidak bekerja selama 1 hari, selain
itu juga supaya bisa diketahui siapa pemimpin yang loyal kepada
masyarakatnya, namun hal itu disalah artikan oleh para Calon Kepala
Desa karena calon Kepala Desa selalu bersaing dalam mendapatkan
hati masyarakat Desa Tasikmadu dengan cara memberikan Uang
bahkan juga sembako.

Hal tersebut juga diutarakan oleh salah satu dari tim sukses
calonkepala desapenulis pun menanyakan berapa uang kerugian yang
diperoleh masyarakat? “ Untuk uang ganti rugi/ uang kerugian yang
diperolen masing-masing orang sekitar Rp. 50.000,00 mbak”. pak
dalam Tahun 2019 ini ada berapa pasangan yang mencalonkan Kepala
Desa? “ ada 3 pasangan mbak yaitu Pak Handoyo, H.Riyono dan Hj.
Sulimah” . lalu siapa yang menang dalam pemilihan Kepala Desa
Tahun 2019 ini? “ untuk pemilihan Kepala Desa Tahun ini
dimenangkan oleh Pak Handoyo mbak berapa jumlah Rt yang ada di
Desa Tasikmadu pak ? “ untuk Rt sendiri ada 43 mbak™ lalu berapa
jumlah selisih para calon Kepala Desa pak ? “ untuk jumlah selisih
para calon Kepala Desa ada 1.289 mbak” selanjutnya ada berapa angka
kemenangan untuk masing-masing calon Kepala Desa pak? angka

kemenangan yang diperoleh pasangan nomer 1 yaitu 4.594, untuk



nomer 2 yaitu 3.305, dan untuk nomer 3 hanya 78. Dan berapa jumlah
daftar hadir para penyoblos? “ untuk jumlah daftar hadir para
penyoblos ada 8.073 mbak “. Lalu apakah bapak juga mengetahui arti
dari Money Politic? “tau mbak Money Politic itu bisa diartikan politik
uang / suap”.

Selain bertanya kepada Tim Sukses penulis juga menanyakan
kepada masyarakat mengenai Money Politic dan penulis menanyakan
hal tersebut kepada informan yang bernama Ika Rahmadani beliau
merupakan masyarakat awam beliau mengatakan bahwa “ nggak tau
mbak yang saya tau setiap kali ada pemilihan Kepala Desa saya selalu
diberi uang dan saya juga bertanya kenapa kok dikasih uang katanya
buat ganti rugi karena saya tidak bekerja selama 1 hari. Dan saya pun
menerima uang tersebut karena saya pikir apa yang dikatakan itu
memang benar”.

Selanjutnya adalah informan bernama ibu Mujinah warga Dusun
Ketawang yang juga masyarakat awam saat ditanya beliau menjawab
“Ora ngerti pokok aku milih seng wenehi duet akeh soale aku yo rugi
ora kerjo sedino”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Pak Sarwo Eddy warga Dusun
Gares beliau mengatakan ,”saya kurang tau mbak yang saya tau setiap
kali ada Pemilihan Kepala Desa saya dan keluarga saya selalu diberi
uang untuk ganti rugi karena tidak bekerja selama 1 hari. Namun

informan lainnya mengatakan berbeda seperti yang diungkapkan oleh



adek Frenty Oktasari seorang pelajar yang juga warga Dusun Gares
mengatakan bahwa “ saya mengetahuinya mbak tapi setiap ada
pemilihan Kepala Desa pasti ada Money Politic dan bukan hanya di
Desa Tasikmadu saja mbak namun di setiap daerah pasti ada Money
Politic hanya saja Money Politic yang dilakukan di Desa Tasikmadu
ini sering terjadi namun saya dalam memilih calon pemimpin saya
lebih selektif suapaya nantinya Kepala Desa yang terpilih bisa
memajukan Desa Tasikmadu ini”.

Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Harlin warga Dusun Gares
beliau mengatakan ,’kalau saya untuk memilih calon pemimpin
terutama Kepala Desa saya harus selektif mbak jadi meskipun saya
diberikan uang untuk memilih calon Kepala Desa saya tetap memilih
apa yang saya pikir baik buat kedepannya”.

. Money Politic dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tasikmadu
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Tahun 2019
berdasarkan Perspektif Hukum Positif

1. Politik Uang dalam Pemilu

Money politic atau politik uang di Indonesia terjadi hampir setiap
pemilu, pilkada bahkan sampai pada tingkat pemilihan kepala desa,
seakan sudah menjadi sesuatu yang wajar, bahkan menjadi suatu
keharusan. ldealnya seorang yang dicalonkan dan mencalonkan diri
sebagai seorang bintang dalam suatu partai politik untuk mengikuti

suatu pemilihan legislatif ataupun eksekutif haruslah memiliki bekal



pengetahuan dan pengalaman politik bukan hanya sekedar terkenal dan
memiliki dompet tebal. Akan kemana Indonesia ini kedepannya
tentulah ditentukan oleh pemimpinnya. Merupakan suatu kemunduran
untuk Indonesia apabila para pemimpin Kkita hanyalah seorang
pemimpin karbitan yang hanya muncul apabila pemilihan mendekat
dan menghilang ketika pemilihan telah usai.

Di dalam pemilihan umum atau PEMILU ada beberapa praktik

tindakan money politic misalnya;

a. Distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para
kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu.
Didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 mengenai
masalah dana kampanye pada pasal 43 antara lain;

1. Dana kampanye dapat diperoleh dari pasangan calon, partai
politik yang mencalonkan, sumbangan pihak lain yang tidak
mengikat dan meliputi sumbangan perseorangan atau badan
hukum swasta.

2. Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye

3. Sumbangan dana kampanye dari perseorangan tidak boleh lebih
dari Rp100.000.000,00 dan dari badan swasta tidak boleh lebih
dari Rp 750.000.000,00

b. Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi

kepentingan partai  politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yan

llegal,



c. Penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk
kepentingan dan mengundang simpati bagi partai politik tertentu.
Akan tetapi tidak banyak juga Money Politics ini yang tidak
berhasil pada akhirnya dalam masalah pembelian suara pemilih
maupun dari angota dewan (DPRD). Ada beberapa faktor yang
membuat hal ini terjadi, yaitu:
1. Adanya hubungan keluarga dan persahabatan
2. Bakal calon bersikap ragu-ragu
3. Adanya anggota yang terlanjur mempunyai komitmen
tersendiri

4. Adanya anggota yang dianggap opportunitis.

Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan
(freedom), persamaan derajat (equality), dan kedaulatan
rakyat (people’s sovereghty). Di lihat dari sudut ini,
demokrasu pada dasarnya adalah sebuah paham yang
menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan bagi
rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang ada.

Dengan demikian adanya praktik Money Politics
berarti berdampak terhadap bangunan, khususnya di
Indonesia berarti prinsip-prinsip demokrasi telah tercemari
dalam praktek politik uang. Suara hatinurani seseorang

dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dbeli demi



kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah
yang dapat dikatakan kejahatan.

Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian
uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai
politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu
mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi
politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek
eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan.

Adapun yang dimaksud dengan Pemilu ialah Pemilihan atas para
wakil rakyat baik yang akan menduduki jabatan di lembaga legislatif
seperti anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan anggota DPRD
Kabupaten Kota, serta wakil rakyat yang menduduki jabatan
eksekutif seperti Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Tidak
berbeda dengan apa yang disampaikan di atas, politik uang yang
dilaksanakan dalam pemilu juga merupakan upaya untuk
memengaruhi putusan para pemilih agar menentukan pilihannya
pada kontestan tertentu dengan memberikan sesuatu dalam bentuk
janji, imbalan atau pemberian materi agar orang yang bersangkutan
dalam pemilu untuk beberapa hal yakni tidak menggunakan hak
pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu dengan cara tertentu,
memilih parpol peserta pemilu tertentu dan/ atau memilih calon
anggota DPD tertentu, melaksanakan hak pilihnya dengan cara

tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.



Bahkan Ramlan Surbakti mengatakan dalam Pemilukada, politik
uang memiliki varian yang lebih kompleks, yaitu berupa :

a. Untuk dapat menjadi calon diperlukan “sewa perahu” baik yang
dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau
seluruhnya. Jumlah sewa yan harus dibayar diperkirakan cukup
besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang
diterapkan dalam undang-undang, tetapi tidak diketahui dengan
pasti karena berlangsung di balik layar.

b. Calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya
incumbent, akan menerima dana yang besar dari kalangan
pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut.
Jumlah uang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang
ditetapkan undang-undang.t
Praktik poitik uang ini banyak dilakukan oleh peserta

pemilu/pilkades. Ironisnya, praktik ini tidak tersentuh oleh penegakan

hukum akibat sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang
lumrah. Hal ini bisa dibuktikan dari hasil polling Litban Harian

Kompas menemukan bahwa sebagian besar publik tidak menolak

kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan calon anggota legislatif

maupun partai politik.?

! Ramlan Surbakti, Kompas, 2 April 2005 dalam Luthfi J. Kurniawan, Peta Korupsi di Daerah,
(MCW and Yappika, 2006), h.229

# Kompas, 16 Maret 2009 dalam Fitriyah, “Fenomena Politik Uang dalam Pilkada” (Makalah),
2013.



2. Politik Uang dalam Pilkada
Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang
mengatur tentang Pilkada Pasal 73 ayat 1-5 sebagai berikut :

(1) Calon dan atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau
memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi
penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi
dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan
calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan
pengadilan yang telah dikenai sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim
kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan
atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan
kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun
tidak langsung untuk :

a) Mempengaruhi Pemilih unntuk tidak menggunakan hak

pilih.



b) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga
mengakibatkan suara tidak sah.

c) Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak
memilih calon tertentu.

(5) Pemberian  sanksi  administrasi  terhadap pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan
sanksi pidana.

Budaya politik uang merupakan hal lumrah dalam
masyarakat Jawa. Fenomena politik uang dalam masyarakat
Jawa bisa dilihat secara langsung dalam proses pemilihan
kepala desa atau lurah sebagai terkecil dari pemerintahan
Indonesia. Proses pencalonan kepala desa seringkali tidak
lepas dari penggunaan uang sebagai upaya menarik simpati
warga. Dalam skala yang lebih luas, praktik politik uang telah
melibatkan hampir seluruh elemen sosial seperti pejabat,
politisi, akademisi, pendidik, saudagar,bahkan kalangan
agawan sekalipun.®

Kejadian politik uang sudah terjadi beberapa periode dalam
Pemilihan Kepala Desa sebelumnya, dari pihak masyarakat
dan perangkat desapun tidak pernah mempermasalahkan hal
ini dikarenakan sudah dianggap hal yang wajar pada setiap

proses pencalonan Kepala Desa di Desa-desa manapun, baik

*Sintang Silaban, Tindak Pidana Pemilu. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992) him. 72.



2.

a.

itu pada pemilihan Kepala Desa, Presiden dan Wakil Presiden

maupun Kepala Daerah.

Bagi para tim sukses dari calon Kepala Desa yang kalah
dalam Pemilihan Kepala Desa tentunya mendapat resiko posisi
yang tidak baik dalam struktur pemerintahan desa Tasikmadu
Kec. Watulimo Kab. Trenggalek. Baik sulit mendapatkan
kesempatan menduduki jabatan menjadi perangkat desa,
Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan lain-lain maupun
dipeersulit dalam hal urusan surat menyurat yang
membutuhkan persetujuan dari desa Tasikmadu.

Politik Uang dalam Regulasi Pemilu

Dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR,

DPD, dan DPRD mengenai politik uang diatur dalam

beberapa pasal yaitu :

1) Pasal 84 UU No. 8 Tahun 2012 dikatakan bahwa :“Selama
masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat
(3), pelaksana , peserta, dan /atau petugas kampanye pemilu
dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada
pemilih untuk : a. tidak menggunakan hak pilihnya; b.
menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu
dengan cara tertentu, sehingga surat suaranya tidak sah; c.
memilih parpol peserta pemilu tertentu; dan/ atau d.

memilih calon anggota DPD tertentu”.



2) Pasal 86 ayat (1) poin j dikatakan : “Pelaksana, peserta, dan
petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta
kampanye pemilu”.

3) Pasal 89 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD dikatakan bahwa: ¢ Dalam hal
terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainya sebagai imbalan
kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun
tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya;
b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta
Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak
sah ; c. memilih Parpol peserta Pemilu tertentu; d. memilih
calon angota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota
tertentu; atau e. memilih calon anggota DPD tertent, dikenai
sanksi sebagaimana diatur dalam UU ini”

c. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
mengenai politik uang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat
(2) serta pasal 117 ayat (2) yaitu :

1) Pasal 82 ayat (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye
dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau

materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.



2) Ayat (2) Pasangan calon dan/ atau tim kampanye yang
terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai  kekuatan hukum tetap dikenai sanksi
pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

3) Pasal 117 ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja
memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada
seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan
cara tertentu sehingga surat suaranya manjadi tidak sah,
diancam dengan pidana paling singkat 2(dua) bulan dan
paling lama 12 (dua belas) bulan dan/ atau denda paling
sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

d. UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden

1) Pasal 41 ayat (1) poin h dan j : “ Pelaksana, peserta, dan
petugas Kampanye dilarang: menggunakan fasilitas
pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dan
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya
kepada peserta kampanye.

2) Pasal 215 : “Setiap pelaksana Kampanye yang dengan
sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi

lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara



langsung ataupun tidak langsung agar tidak mengunakan
haknya untuk memilih, atau memilih Pasangan Calon
tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan
cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 6 (enam ) bulan dan paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit
Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.
24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

3) Pasal 216 : Setiap pelaksana Kampanye yang melanggar
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2),
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda
paling sedikit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta
rupiah).

3. Sanksi politik uang
Sudah diketahui bersama bahwa politik uang sering menjadi
ancaman pada pemilihan calon pemimpin di negara demokratis
seperti Indonesia. Keberadaan politik uang dapat merusak citra
pemilihan calon pemimpin secara demokratis dan jujur. Di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga sudah diatur sanksi-



sanksi serta dendabagi siapa saja yang melakukan praktik politik

uang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 149 ayat 1-2,

berbunyi :

(1) Barangsiapa pada waktu pemiihan yang diadakan menurut
undang-undang umum, dengan pemberian atau perjanjian
memberi suap kepada seseorang supaya ia tidak melakukan
haknya memilih, atau supaya ia menjalankan hak itu dengan
jalan yang tertentu, dihukum penjara selama-lamanya sembilan
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.

(2) Hukuman itu juga dijatuhkan kepada si pemilih, yang menerima

suap atau perjanjian akan berbuat sesuatu.
Dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan
praktik politik uang dalam Pasal 187 poin ayat (1) dan (2),
sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada
Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak
langsung untuk  mempengaruhi  pemilih agar tidak
menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara
tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon

tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal



73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36
(tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama juga diterapkan kepada pemilih yang

dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Maka berdasarkan asas hukum Lex Specialis De raget Lex
Generalis, artinya bahwa peraturan khusus dapat
mengenyampingkan peraturan umum dan juga atas
pertimbangan tujuan lahirnya Undang-Undang yang baru
(Undang-Undang Pemilu), maka terhadap Tindak Pidana
Pemilu yang setelah Undang-Undang Pemilu lahir (sejak
tanggal 17 Desember 1969, untuk pertama sejak Orde Baru),
yang akan diterapkan adalah Undang-Undang Pemilu, bukan
KUHP.

Hubungan antara ketentuan pidana dalam Pemilu dan
tindak pidana yang diatur dalam KUHP, Jikalau Undang-
Undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada
tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya
“berarti jika perbuatan dilakukan setelah Undang-Undang

yang baru lahir, tidaklah perlu dipertimbangkan ketentuan



yang mana yang lebih menguntungkan si tersangka”. Sejalan

dengan asas hukum Lex Posteriori Derogat Lex Priori, yang

artinya Undang-Undang yang datangnya kemudian boleh
menyimpang dari Undang-Undang yang dahulu.

Walaupun sudah ada aturan yang melarang tentang tindak
pidana politik uang, seakan-akan masyarakat tidak peduli
dengan aturan tersebut. Termasuk pula masyarakat
desaTasikmadu yang dalam proses pencalonan Kepala Desa
diwarnai dengan politik uang.Padahal sudah jelas bahwa
politik uang yang terjadi merupakan hal yang berdampak
negatif dan melanggar hukum di Negara Indonesia. Beberapa
dampak negatif dari politik uang menurut Schaffer,
2007sebagai berikut:

a. Terjadinya Kketidakadilan risiko dari politik uang
menyebabkan terpilihya orang yang tidak semestinya dan
membatasi persaingan.

b. Terjadi ketidakmerataan peluang jabatan kepada segenap
penduduk dan risiko didapatkan perwakilan yang
berkualitas.

c. Politisi yang dibiayai oleh donatur akan terpengaruhi oleh
kepentingan para penyumbang dan akan senantiasadikontrol

oleh mereka yang membiayai.



d. Terjadinya risiko bahwa uang kotor atau haram akan
merusak sistem dan merusak aturan hukum.’

C. Money Politic Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tasikmadu
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Tahun 2019
berdasarkan Hukum Islam
1. Suap (Risywah)

Telah dipaparkan diatas bahwa money politic dalam bahasa
Indonesia adalah suap,dan suap dalam bahasa arab adalah risywah ,
yang berasal dari kata al-risywa yang artinya sebuah tali yang
menyambungkan sesuatu ke air. Ar-rosyi adalah orang yang
memberi sesuatu yang batil., sedangkan murtasyiadalah orang yang
menerima sesuatu tersebut, sehingga Rasulullah SAW melaknat
semua pihak baik pemberi maupun penerima.

Money politic dapat dikategorikan sebagai uang sogok
atausuap, perbuatan seperti itu (money politic) sangat dilarang
dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan
haram, termasuk juga tolong menolong dalam perbuatan dosa.
Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS.Al Maidah ayat 2,

sebagai berikut :
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* Indra Ismawan, Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu. (Yogyakarta : Penerbit Media
Presindo. 1999) , him. 152.



Artinya : Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat siksa-Nya (QS. Al Maidah :2).

Akan tetapi para pemikir politik dan agama (Islam)
sependapat bahwa tidak ayat Al-Qur’an yan secara eksplisit
menjelaskan tentang money politic berikut hukum syariatnya. Jika
hukumnya inin dicari, maka dapat dengan menggunakan metode
analogi (qiyas) yang sering digunakan Imam Syafi’i. Misalnya
money politic dianalogikan sebagai sogok®.

Dalam proses pemilihan seorang pemimpin biasanya
banyak terjadi penyimpangan berupa pemberian uang, barang
maupun fasilitas umum dan lain-lain untuk menarik simpati calon
pemilih sehingga dapat menang dalam pencalonan tersebut.
Berbagai apapun yang diberikan oleh calon-calon kandidat kepada
calon pemilih itulah yang dapat dikategorikan sebagai politik uang
(money politic) / suap (risywah).

Praktik money politic dapat disamakan dengan uang sogok
alias suap (risywah) , tapi tidak semua kalangan berani secara tegas
menyatakan haram. Menurut pendapat Rusjdi Hamka, praktik
money politic tidak berbeda dengan suap, karena itu haram

hukumnya.®

*Mardani . Ayat-ayat Tematik Hukum Islam, (Jakarta Utara : PT Raja Grapindo Persada. 2011),
hal. 34.
®Ibid., 42



Jika dilihat dari unsur-unsur risywah (istilah suap dalam
Islam), maka apa yang dilakukan oleh calon-calon kepala Desa
Tasikmadu pada masa proses pencalonan dapat dikategorikan
sebagai risywah ( suap), yang mana unsur-unsur risywah sebagai
berikut :

a. Penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang
lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka
melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan
oleh syara’, baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat apa-
apa.

b. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang atau
barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.

c. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai
sarana mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan atau
diminta.

Meskipun masyarakat zaman sekarang banyak yang
menggunakan istilah Shodaqoh (sedekah) dan lainnya, tetap
saja berbeda antara Suap dan Shodagoh, dikarenakan Shodagoh
adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena
mengharapkan pahala di akhirat. Bershodagah berarti
memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada pihak lain

secara ikhlas dan suka rela, semata-mata mengharapkan pahala



di akhirat kelak.’Didalam hukum Islam risywah ada yang
diharamkan dan ada juga yang diperbolehkan, adalah sebagai
berikut :

a. Rishwah yang diharamkan

Dalam hukum Islam, berdasarkan beberapa nash Al-
Qur’an dan hadits Rasulullah mengisyaratkan dan
menegasakan bahwa risywah adalah suatu yang
diharamkan di dalam syari’at, bahkan termasuk dosa besar.
Jelaslah bahwa suap merupakan perkara yang diharamkan
oleh hukum Islam, baik memberi ataupun menerimanya
sama-sama diharamkan di dalam syari’at.Dalam al-Qur’an
al-risywah dimasukan dalam kata bathil, satu kata umum
yan meliputi suatu tindakan pidana (jinayah) lainnya
seperti merampok, memeras dan menipu.

Sebagaimana telah di firmankan Allah SWT dalam
suatu ayat yang berbunyi :” Dan janganlah sebagian kamu
memakan harta sebagian yan lain diantara kamu dengan
jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan)
harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan
sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan
berbuat dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S..al-Bagarah

ayat 188) oleh karena itu ulama kontemporer menyepakati

"Rachmat, Syafi’i. Figih Muamalah. (Bandung : Pustaka Setia, 2006), him. 53.



bahwa al-risywah itu tidak hanya korupsi (suap) secara
konvensional, yakni korupsi yang selama ini kita kenal,
tetapi juga mencakup pengertian pencurian, bahkan
perampokan.

Sehubungan dengan itu, lalu Allah SWT
menurunkan ayat diatas sebagai peringatan dan teguran
terhadap mereka yang suka memakan harta kekayaan orang
lain dengan cara paksa dan bathil. Allah SWT dengan tegas
mengharamkan segala bentuk perolehan harta orang lain
secara bathil dalam bentuk dan cara apapun. Dan al-
risywah atau korupsi atau suap adalah salah satunya.
Terlebih-lebih dalam beberapa hadist seperti yang telah
dituliskan di awal tulisan bahwa Rasulullah SAW secara
terang-terangan mengatakan:”Allah melaknat orang yang
menyuap , penerima suap, dan perantara dari keduanya,”
(HR. Ahmad Thabrani).

. Rishwah yang Dibolehkan

Pada dasarnya risywah atau suap itu adalah
hukumnya haram, tetapi dalam hal tertentu ada risywah
(suap) yang diperbolehkan. Seperti mayoritas ulama
memperbolehkan penyuapan yang dilakukan oleh
seseorang untuk mendapatkan haknya, karena dia dalam

kondisi yang benar dan mencegah kezhaliman terhadap



orang lain. dalam hal seperti ini, dosanya tetap ditanggung

oleh orang yang menerima suap. Dalam permasalahan

risywah (suap), Imam Abu Hanifah membaginya ke dalam

4 hal yaitu:

1. Memberikan sesuatu untuk mendapatkan pangkat dan
kedudukan ataupun jabatan, maka hukumnya adalah
haram bagi pemberi maupun penerima.

2. Memberikan sesuatu kepada hakim agar bisa
memenangkan perkaranya, hukumnya adalah haram
bagi penyuap dan yan disuap, walaupun keputusan
tersebut adalah benar, karena hal itu sudah menjadi
tugas seorang hakim dan kewajibannya.

3. Memberikan sesuatu agar mendapat perlakuan yang
sama dihadapan penguasa dengan tujuan mencegah
kemudharatan dan meraih kemaslahatan, hukumnya
haram bagi yang disuap saja.

4. Memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak
bertugas di Pengadilan atau instansi tertentu agar bisa
menolongnya dalam mendapatkan haknya dipengadilan
atau pada instansi tertentu, maka halal bagi keduanya
baik pemberi maupun penerima, karena hal itu sebagai

upah atas tenaga dan potensi yang dikeluarkannya.



Apa yang terjadi pada proses pemilihan Kepala

Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek sudah

termasuk ke dalam unsur-unsur suap (risywah) dalam

pandangan hukum Islam. Sekalipun termasuk suap akan
tetapi masyarakat tidak memperdulikan dosa ataupun
laknat dari Allah SWT dikarenakan mereka sudah
dibutakan dengan uang , barang dan lain-lain yang
diberikan oleh calon-calon Kepala Desa Tasikmadu.
Bahkan para calon pemilih  beranggapan
uang/barang yang dibagikan tersebut merupakan shodaqoh
walaupun sebenarnya mareka tahu hal tersebut merupakan
suatu kesalahan yang akan ditanggung sebagai dosa
ataupun laknat dari Allah SWT.
2. Sanksi dan Akibat Suap (risywah)

Masyarakat desa Tasikmadu yang beragama Islam secara
keseluruhan pastinya sudah mengetahui tentang larangan suap
menyuap (risywah) dan sanksinya dalam Al-Qur’an maupun
Hadist nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka seakan-akan tidak
takut dengan dosa dan apa yang sudah diperbuat ketika proses
pemilihan Kepala Desa Tasikmadu. Bahkan hal tersebut dianggap
sebagai hal yang wajar tanpa berpikir panjang dari akibat-akibat
suap menyuap.Dalam Islam sendiri, money politic itu sangat

dilarang dan perbuatannya termasuk dalam kategori risywah.



Sebagaimana telah diketahui bahwasanya Allah SWT berfirman

dalam QS. An-Nisa : 29-30, sebagai berikut:
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Artinya : (29). Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di
antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu ;
Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.(30). Dan Barang
siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka
Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang
demikian itu adalah mudah bagi Allah. (31).

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu
mengerjakannya itu, niscaya Kami hapuskan kejelek-kejelekan
(kerugian-kerugianmu) dan Kami memasukkan kamu ke tempat

yang mulia (surga).Surat An-Nisa ayat 29 ini di samping



menyampaikan larang memakan harta sesama secara batil, juga
sekaligus menunjukkan jalan keluar perilaku alternatif dalam
melakukan hukum perjanjian maupun perikatan yang dibenarkan
mengenai harta sesama.

Surat An-Nisa ayat 30 ini memastikan ancaman bagi orang
yang tetap memakan hasil suap-menyuap setelah mengetahui Allah
melarang untuk memakannya, yaitu kelak akan dimasukkan ke
dalam neraka, karena mereka dinilai telah berbuat dzalim
menentang larangan-Nya. Surat an-Nisa’ ayat 31 ini memberikan
harapan surga bagi mereka yang menghindari dosa besar, yaitu
Allah akan menghentikan keburukan-keburukan dalam hidupnya
dan akan memasukannya kelak ke dalam sorga-Nya yang terpuji

dan mulia.

Firman Allah QS. Al Bagarah ayat 188, sebagai berikut :
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Artinya :” Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan



sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)

dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Bagarah ayat 188).

Firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 188 ini melarang manusia untuk
memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari
umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba
menyiasati melalui upaya-upaya tertentu seperti halnya praktik suap menyuap,

padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan.®

Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam Hadist yang berbunyi
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Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Rasululldh n bersabda, “Laknat
Alldh kepada pemberi suap dan penerima suap”. [HR. Ahmad dan Ibnu

Majah).’

Keempat ayat dari firman Allah tersebut, Q.s. al-Bagarah (2): 188 melarang
memakan, menggunakan dan memakai hasil suap, Q.s. an-Nisa’ (4): 29 di
samping melarang juga menunjukkan jalan keluar dari praktik suap dan politik
uang, Q.s. an-Nisa’ (4): 30 menyampaikan ancaman neraka terhadap siapa saja

yang membangkang terhadap larangan-Nya dengan tetap memakan, memakai dan

®Kaltsum, Lilik Ummu dkk. Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, (Jakarta : UIN Press, 2015) , him.63.
9 -
Ibid., 64



menggunakan hasil suap dan money politic, Q.s. al-Nisa’ (4): 31 menjanjikan
ganjaran sorga bagi mereka yang menghindarinya.

Mengindikasikan bahwa penetapan hukum mengenai memakan, memakai dan
menggunakan hasil suap tampak berproses secara tertib dan bertahap serta saling
menguatkan. Pertama, memberikan larangan. Kedua, mempertegas larangan
sekaligus menunjukkan jalan keluar yang tidak saling mengecewakan. Ketiga,
menyampaikan ancaman neraka bagi yang membangkang. Keempat, menjanjikan
ganjaran surga karena kasih sayang-Nya kepada mereka yang peduli terhadap
larangan dan perintah-Nya.

Mengingat bahaya yang ditimbulkan dari politik uang yang bisa merusak
mentalitas masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang bermental peminta-
minta dan senantiasa memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya tersebut. Sesuai

dengan firman Allah Swt. surat al- Anfal (8): 25 yang berbunyi:
(Yo o Gall Joud Al &1 134le5 AT e o 13l 3l Aot Y B3 138515

Artinya : Dan periharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-
orang yang zholim saja diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras
siksaan-Nya.

Menurut tafsir al-Allamah al-Syaikh al-Sa’di, menyatakan bahwa ayat ini
memberikan gambaran siksa Allah tidak hanya akan menimpa pelaku kezaliman
tetapi juga yang lainnya. Cara menghindari siksa ini adalah dengan melarang
orang melakukan kemungkaran, memberantas orang-orang yang suka berbuat
jahat dan merusak, dan tidak membiarkan mereka melakukan kemaksiatan dan

kezaliman sebisa mungkin.Berdasarkan proses penetapan hukum yang secara



berjenjang dan saling menguatkan tersebut dapat ditarik ketetapan hukum Allah
Swt., bahwa memakan, memakai, atau menggunakan hasil suap itu adalah haram,
karena jelas pelakunya telah berbuat zalim, telah membangkang terhadap larangan
Allah, menghindar dari arahandan tuntunan-Nya, dan menentang ancaman-Nya
serta tak peduli terhadap kasih sayang-Nya.

Ketetapan hukum haram memakan, memakai atau menggunakan hasil suap
diperkuat pula dengan ijtihad para mujtahid terdahulu. Sebagaimana disitir oleh
Muhammad ‘Ali al-Syaukani, dinyatakan bahwa Ibn Ruslan menguatkan
keharaman memakan hasil suap berdasarkan firman Allah Q.s.al-Maidah (5):42

yang berbunyi:
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Artinya :Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong,
banyak memakan yang haram (hasil suap dan sebagainya)...

Ibn Ruslan mengartikan lafaz “al-suhtu” dalam Q.s. al-Maidah (5) :42 tersebut
dengan “hasil suap” itu merujuk kepada pengertian lafaz “al-suhtu” menurut Ibn
Mas’ud r.a., yaitu memberi hadiah karena mengharapkan bantuan. Dalam hal ini
Abu Wa’il seorang mujtahid dari kalangan tabi’in menegaskan bahwa seorang
yang menerima hadiah dari orang yang mengharapkan bantuan sesungguhnya dia
telah memakan hasil suap.Muhammad °Ali al-Syaukani menjelaskan bahwa
menurut teori makna lafaz dari hadis ini berlaku maknanya yang umum secara
mutlak yaitu seluruh jenis hadiah yang mengharapkan bantuan, dan mencakup
seluruh pelaku yang terkait, baik yang memberi maupun yang menerima, pejabat

ataupun bukan penjabat, semuanya termasuk orang yang telah memasuki pintu



riba yang terbesar. Sedangkan riba itu sendiri secara tegas dan pasti hukumnya
dinyatakan haram.

Hadits Nabi Saw, dikatakan:
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Dari Abu Hurairah radliyallahu’anhu, : “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam
melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum

Hadis lainnya adalah:
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Diriwayatkan dari Tsauban radhiyallahu’anhu, ia berkata: “Rasulullah shallallahu
alaihi wasallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya.°
Namun sanad hadis ini menurut Syaikh al-Albani dinyatakan dha’if (lemah).
Namun Hadis ini walaupun tidak berstatus shahih tapi diriwayatkan juga oleh al-
Hakim walau hanya dari seorang sanad Laits bin Abi Salim dan juga oleh Ahmad,
al-Bazzar dan al-Thabrani dari Abu al-Khithab yang kurang dikenal. Menurut
teori ilmu hadis, maka hadis ketiga ini menjadi shahih lighairihi yang otensitas
dan validitasnya sebagai dalil sama dengan hadits shahih.Ketiga nas Sunnah
tersebut secara umum mempunyai arti yang sama, yaitu mengenai perilaku yang
mendapat laknat Allah dan Rasul-Nya, baik laknat Allah dan Rasul-Nya, baik

laknat itu datangnya dari Allah ataupun dari Rasul-Nya Saw., yaitu perilaku suap-

©Ahmad,Musnad Ahmad, Juz V, No.22452, h. 279.



menyuap. Kata “laknat” berasal dari bahasa Arab sebagaimana dimuat dalam
kamus al-Munjid Fi’ al-Lughah Wa al-A’lam yang artinya “sesuatu yang bernilai
paling jauh dari nilai kebaikan”. Jadi “melaknat” artinya ‘“menetapkan nilai
suatu perbuatan yang paling jauh dari nilai baik”. Kata-kata “Laknat itu
sifatnya tercela dan merupakan kutukan. Oleh karena itu suatu perbuatan yang
terlaknat itu tercela dan terkutuk.

Nas Sunnah kedua dan ketiga yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi
Hurairah dan yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Abdullah bin Amru
menyatakan bahwa Allah-lah yang melaknat penyuap dan penerima suap.
Sedangkan Nas Sunnah keempat yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Tsauban
menyatakan Rasulullah-lah yang melaknat penyuap dan penerima suap. Kondisi
perbedaan dalil seperti ini secara teori Ushul Figh diselesaikan dengan teori
Kompromi Dalil (Tawafuq al-‘Adillah), karena masih bisa dikompromikan, masih
dalam tema yang sama, yaitu melaknat penyuap dan penerima suap.

Lebih-lebih kalau Allah dan Rasul-Nya sama-sama melaknat maka nilai
keterkutukan penyuap dan penerima suap semakin kuat. Oleh karena itu, memberi
suap dan menerima suap kedua-duanya menerima kutukan Allah dan Rasul-Nya.
Maka terkutuknya perbuatan itu yang menjadi Kkriteria penetapan hukum (“illah
hukum) suap-menyuap. Karena terkutuknya perbuatan memberi suap dan
menerima suap, maka perilaku penyuap dan penerima suap hukumnya haram.
Kalau banyaknya diharamkan maka sedikitnyapun diharamkan. Karena
banyaknya diharamkan adalah perbuatan menyuap dan menerima suap, bukan

kadar sedikit atau banyaknya suap/sogok itu diberikan atau diterima.



Berdasarkan itu semua maka para ulama telah sepakat secara ijmak akan
haramnya suapmenyuap secara umum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn
Qudamabh, ibn al-*Atsir, dan al-Shan’ani, semoga Allah merahmati mercka semua.
Imam al-Qurthubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa para
ulama telah sepakat akan keharamannya. Imam al-Shan’ani mengatakan , “Dan
suap-menyuap itu haram berdasarkan ijmak, baik para pekerja yang menangani
sedekah atau selainnya.

Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Bassam mengatakan, “Suap menyuap
termasuk dosa besar karena Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan
yang menerima suap, sedangkan laknat tidaklah terjadi kecuali pada dosa-dosa
besar.

Berdasarkan beberapa keterangan yang terkandung dalam nas-nas di atas
terlihat bahwa suap-menyuap termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam
Rasulullah SAW dengan laknat dari Allah. Dan arti laknat ialah terusir dari
rahmat Allah.

Firman Allah dalam Surat Al-Bagarah ayat 188 ini melarang manusia untuk
memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari
umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba
menyiasati melalui upaya-upaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap,

padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan.**

Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam Hadist yang berbunyi

1Kaltsum, Lilik Ummu dkk. Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, (Jakarta: UIN Press, 2015) , him.63.
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Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: Rasululldh n bersabda, “Laknat
Allah kepada pemberi suap dan penerima suap”. [HR. Ahmad dan Ibnu
Majah).*?

Politik uang yang terjadi dalam proses pemilihan Kepala Desa
Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek memberikan akibat yang
tidak baik bagi kehidupan sosial masyarakat, antara lain sebagai berikut :
5. Terjadinya perpecahan antar individu masyarakat/ tim sukses dan calon

Kepala Desa Tasikmadu
6. Saling bermusuhan dengan menjelek-jelekan/ fitnah antar individu

masyarakat/tim sukses dan calon Kepala Desa Tasikmadu
7. Bagi pendukung/ tim sukses calon Kepala Desa yang kalah akan sulit

dalam peluang menempati jabatan perangkat desa dan urusan yang
berkaitan dengan desa.
8. Walaupun pemilihan Kepala Desa sudah selesai akan tetapi rasa

kerukunan antar masyarakat belum dapat kembali seperti semula.

21pid., 64



